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KATA PENGANTAR

engapa pemerintah Indonesia tidak mengikuti tekanan
Mpublik dalam politik luar negeri terhadap Malaysia?

Publik begitu marah dan emosi melihat para aktor dan
pemerintah mengambil keputusan politik luar negeri Indonesia
begitu lemah dan tak bergigi terhadap Malaysia. Mereka seolah
takut dengan Malaysia yang di mata publik jelas-jelas menginjak-
injak dan menghina kedaulatan dan martabat bangsa. Sudah banyak
sekali, menurut masyarakat, warga Indonesia disiksa, diperlakukan
tidak wajar, demikian juga sudah sekian kali perbatasan Indonesia
dilanggar oleh Malaysia. Bahkan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan
pun raib diambil Malaysia. Belum lagi perairan Ambalat, kini terus
dalam incaran Malaysia.

Persoalan ini nampaknya sederhana. Bagi masyarakat, Indonesia
adalah negara yang punya kedaulatan penuh, negara besar dan
punya pengaruh, schingga tidak sulit untuk ‘memberi pelajaran’
dan bertindak tegas terhadap Malaysia. Tapi bagi pemerintah
agaknya persoalannya tidak sederhana. Banyak pertimbangan
yang harus mereka pikirkan mulai dari hubungan bilateral sam-
pai dengan hubungan dalam konteks ASEAN. Kesalahan ‘meng-
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ambil keputusan bagi pemerintah bukan saja berakibat fatal
dalam hubungan Indonesia-Malaysia tetapi juga bisa mengancam
kestabilan kawasan Asia Tenggara yang telah dibangun sejak lama.

Bagaimana kita memahami dan menjelaskan hal i, itu
merupakan suatu kajian dalam studi hubungan internasional,
khususnya kajian analisis politik luar negeri yang menarik. Banyak
alternatif penjelasan yang bisa dilakukan, mulai dari pendekatan
realisme yang memang mengharuskan Indonesia bersikap
dan berlaku tegas dalam diplomasi terhadap Malaysia. Sampai
pada penjelasan konstruktivisme yang sckadar dilakukan untuk
memahami apa yang dilakukan oleh Indonesia dan apa yang dapat
dilakukan selanjutnya dalam diplomasi terhadap Malaysia. Dalam
konteks liberalisme, politik luar negeri terhadap Malaysia itu bisa
diletakkan dalam suatu nexus kerjasama ekonomi dan politik dalam
ASEAN yang makin kompleks.

Buku ini mencoba memberi panduan bagi para peminat politik
luar negeri, tidak hanya mahasiswa dan akademisi, tetapi juga
khalayak ramai yang makin sensitif terhadap setiap kebijakan luar
negeri Indonesia. Masyarakat kini makin sadar dan peka terhadap
apa yang dilakukan pemerintah. Selain terhadap Malaysia, kebijakan
yang lebih pro-Barat, terlalu lunak pada Israel yang terus menindas
rakyat Palestina, yang tidak peka terhadap aspirasi mayoritas
masyarakat, akan mendapatkan protes di masyarakat. Masyarakat
dengan kata lain melakukan deliberasi atau perdebatan tidak hanya
pada isu-isu politik domestik tetapi juga isu internasional di mana
Indonesia terlibat.

Selain untuk memahami situasi, memberi penjelasan terhadap
puzzle yang muncul dalam berbagai kebijakan luar negeri, buku ini
juga bermaksud memberi preskripsi, membuka jalan bagi apa yang
dapat dilakukan oleh masyarakat dalam urusan dan masalah luar
negeri. Teori dan dasar analisis yang ditawarkan juga dimaksudkan
untuk memudahkan kita memahami bahkan memprediksi
kebijakan dan keputusan politik luar negeri negara lain.

Untuk memudahkan pembaca, uraian-uraian dalam buku
ini dibuat dengan cukup sederhana dengan memilah berdasarkan
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paradigma atau perspektif dominan dalam politik luar negeri yang
ada selama ini. Perkembangan berbagai perspektif politik luar negeri
ini termasuk sangat progresif dengan diperkenalkannya berbagai
paradigma baru seperti teor1 kritis dan konstruktivis. Perkembangan
in1 adalah juga mengikuti perkembangan perubahan dunia setelah
berakhirnya perang dingin. Sebagian pthak melihat dunia semakin
damar setelah berakhir perang dingin, sementara pihak yang lain
melihat adanya ancaman konflik yang makin besar.

Perdebatan paradigmatik itu sendiri sudah merupakan sesuatu
yang sangat menarik karena asumsi-asumsi tentang peran Negara
yang dominan dalam analisis politik luar negeri dewasa in1 digugat
oleh pendekatan lain seperti liberalisme, analisis politik luar
negeri, konstruktivisme sampai pada masalah etik dalam politik
luar negeri. Diperkenalkannya berbagai perspektif ini diharapkan
akan memperkaya wawasan dan cara kita untuk menganalsis dan
memahami keputusan politik luar negeri dan bagaimana kita dapat
berperanan dalam proses itu.

Buku yang hadir di depan Anda ini adalah buah karya hasil
kajian yang cukup lama karena prosesnya berjalan bersama waktu
penulis member: kuliah-kuliah di pelbagai universitas, baik di
Indonesia maupun di luar negeri. Tepatnya ketertarikan penulis
pada Analisis dan Teor1 Politik Luar Negeri dimulai semenjak tahun
1991, dua tahun setelah penulis memulai karir sebagai dosen. Pada
tahun itu, artikel penulis tentang Decision-Making Theories dalam
Politik Luar Negeri muncul dalam Jurnal Ilmu Politik, satu-satunya
jurnal I[lmu Politik pada saat itu.

Penulisberuntungsejaktahunitusampaisekarang, pengetahuan
penulis terus diasah dengan berbagai bacaan dan perdebatan
dengan mahasiswa dan kolega di universitas dan di berbagai tempat
seminar. Banyak sekali yang telah berubah dalam kajian politik luar
negeri. Dulu orang hanya mengenal analisis faktor-faktor dalam
negeri untuk menjelaskan keputusan yang diambil oleh pemerintah
suatu negara. Sekarang faktor itu sangat kompleks, tidak terbatas
pada aktor dalam negeri seperti pemerintah dan partai-partai tetapi
berbagai aktor non-negara di dalam maupun di luar negeri.”
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Karena itulah penulis berutang budi kepada banyak orang
yang, baik secara langsung maupun tidak, telah mendorong
penulis untuk menyelesaikan buku ini. Alhamdulillah, dengan
bantuan mereka dan dengan rahmat yang diberikan oleh Yang
Mahakuasa, buku ini bisa diselesaikan juga. Pertama kali, tentu saja
penulis berterimakasih kepada para mahasiswa dan kolega, baik di
Universitas Jember maupun di tempat lain yang selalu bertanya
dan mendebat berbagai pandangan penulis. Mereka juga selalu
mendorong penulis untuk melahirkan buku-buku yang mudah
merecka pahami, tidak terlalu abstrak tapt membumi sehingga bisa
membantu mereka menganalisis masalah-masalah luar negeri.
Ketika penulis melahirkan buku pertama, Pengantar Ilmu Politik,
mereka selalu bertanya, kenapa tidak dari dulu membuat hidup
mereka menjadi lebih mudah.

Penulis juga berterimakasih kepada keluarga penulis, istri
Yuyun Rahim dan anak-anak Fabrobi Fazlur Ridha, Fabsya
Farazzahra dan Fabasyari Faustari Hara yang selalu heran melihat
ayah mereka duduk terpaku di belakang komputer dan bertanya-
tanya kapan pergi ke luar makan dan tamasya bersama ke pantai
pasir putih Malikan. Terimakasih atas waktu dan kesabaran mereka.
Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada teman dekat tap:
jauh di Australia, saudara Grayson J. Llyod yang selalu mendorong
tulisan hasil karya saya.

Tentu saja akhirnya last but not least, tidak lupa terimakasih
kepada Sdr Nurani Soyomukti, partner diskusi, partner kerja dan
partner suka-duka yang selalu mendorong bahkan membantu
langsung mengedit tulisan-tulisan saya agar lebih layak baca. Ma-
klumlah Nurani adalah penulis produktif dan berpengalaman.
Dengan bantuan beliau, bahasa buku in1 lebth mudah dan proses
penerbitan buku ini menjadi lebih cepat dan lancar. Semoga buku
ini dapat memperkaya kajian hubungan intenasional di Indonesia.

Jember, 16 Nopember 2010
10 Dzulhijah 1431
Abubakar Eby Hara
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PENDAHULUAN

Tetapi secara umum, bisa dikatakan bahwa politik luar negeri

merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu
negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan
negara dan aktor bukan negara di dunia internasional. Politik Luar
Negeri (selanjutnya disingkat PLN) menjembatani batas wilayah
dalam negeri dan lingkungan internasional. PLN itu bisa berupa
hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi,
mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (K.
J. Holsti, 1983: 97).

Seperti Holsti, definisi yang luas diberikan oleh Christopher
Hill yang mengatakan PLN sebagai jumlah hubungan luar resmi
yang dilakukan oleh aktor independen (biasanya negara) dalam
hubungan internasional’ (Hill, 2003: 3). Definisi yang dianggap
klasik dan detail diberikan oleh Walter Carlsnaes, yaitu ‘tindakan-
tindakan yang diarahkan ke tujuan, kondisi dan aktor (baik
pemerintah maupun non-pemerintah) yang berada luar di wilayah
teritorial mereka dan yang ingin mereka pengaruhi. Tindakan-
tindakan itu diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan, komitmen

S ulit membuat definisi yang lengkap tentang politik luar negeri.




dan/atau arah yang dinyatakan secara ekplisit, dan yang dilakukan
oleh wakil-wakil pemerintah yang bertindak atas nama negara/
komunitas yang berdaulat’ (Carlsnaes, 2002: 335).

Berdasarkan definisi-definisi ini, fokus utama kajian PLN
adalah untuk memperhatikan intensi (maksud), pernyataan dan
tindakan aktor yang diarahkan pada dunia ekternal dan respon
dari aktor-aktor lain terhadap intensi, pernyataan dan tindakan
ini (Gerner, 1995: 18). Tidak seperti politik dalam negeri, para
pembuat keputusan PLN biasanya mempunyai sedikit kontrol
terhadap situasi, dan pengetahuan mereka juga sangat terbatas. PLN
Juga mengimplikasikan tiadanya tindakan yang diambil sebagai
bagian dar1 PLN (MacDonald, Patman, & Mason-Parker, 2007: 1).
Misalnya negara-negara Barat tidak mengambil tindakan terhadap
Isracl tetapi sangat concern dengan kekerasan yang dilakukan oleh
negara-negara Arab.

Definisi-definisi di atas, terutama Hill, menunjukkan juga
bahwa berbagai aktor selain negara seperti transnational corporations
(TNCs), gereja, orang-orang tak berpunya dan terusir, gerakan-
gerakan  jihad, non-governmental organizations (NGOs), para
pemberontak dan organisasi internasional, seperti Uni Eropa,
semua bisa berperanan dalam PLN.

Sebelum membahas masalah Analisa Politik Luar Negeri
(selanjutnya disingkat APLN) lebih lanjut, dalam bab pendahuluan
ini akan dijelaskan terlebih dahulu ringkasan asal-usul, definisi
dan perkembangan teoritik APLN. Penjelasan akan dimulai dari
posisi, definisi-definisi konsep APLN dalam disiplin Hubungan
Internasional (HI). Lalu untuk memudahkan, akan dilihat posisi
metologis APLN dalam perdebatan keilmuan HI. Setelah itu, akan
dilihat bagaimana kritik APLN terhadap realisme, dan kemunculan
kritik mulai dari generasi pertama studi PLN, apa yang dimaksud
dengan generasi pertama dan apa fokus kajiannya. Penjelasan yang
sama akan dilakukan terhadap generasi kedua dan ketiga.
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POLITIK LUAR NEGERI
DALAM PANDANGAN
REALISME

Q ebelum membahas APLN lebih lanjut, ada baiknya dibahas
terlebih dahulu secara agak detail bagaimana pandangan

realisme tentang politik luar ngeri. Orang -mungkin akan
mempertanyakan apakah ada TPLN dari kalangan realis karena
fokus realisme sebetulnya lebih kepada hakikat power dan struktur
politik internasional yang bersifat anarkis dan bagi kalangan
neo-realis sistem politik internasional ini menentukan perilaku
negara-negara. Para realis memperlakukan state sebagai aktor
yang rasional yaitu mengikuti prinsip mengejar, melindung dan
mempertahankan kepentingan nasionalnya yang didefinisikan
sebagai kekuasaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasannya
di dunia internasional. Disebut sesuai dengan kemampuannya,
karena perilaku state dipengaruhi oleh keseluruhan distribusi ke-
kuasaan dalam sistem internasional, yang memiliki skup dan
aturan-aturannya sendiri (Holsti, 1983: 97). Berdasarkan hal ini,
tidak perlu ada analisis tentang PLN negara-negara itu karena 1a
otomatis sudah dijelaskan oleh asumsi power dan juga anarki dalam
dunia internasional, atau dengan kata lain, negara tidak punya
pilihan dalam ménentukan PLN.




Walaupun demikian, sekecil apa pun peran negara-negara,
mereka tetap melakukan dan memutuskan suatu kebyjakan untuk
memaksimalkan kepentingan nasional mereka. Karena itu, kita tetap
perlumembahas pilihan-pilihan negaraitu walau terbatas pada menu
yang memang sudah disediakan dan semacam sudah tertulis dalam
struktur internasional. Dalam bab 1ni, kita mengkaji asumsi-asumsi
dasar realisme dalam rangka membandingkannya nanti dengan
APLN yang muncul sebagai kritik terhadap realisme. Realisme
Juga merupakan suatu perspektif yang tidak seragam. Terdapat dua
matinstream utama dalam realisme yang mempengaruhi pandangan
mercka tentang PLN. Aliran pertama sering discbut realisme
klasik dan yang kedua disebut neo-realisme. Bab ini pertama akan
membahas gambaran umum realisme, kemudian akan dijelaskan
pandangan realisme klasik terhadap politik luar negeri. Setelah itu,
akan dibincangkan pandangan nco-realis terhadap PLN.

|. ASUMSI-ASUMSI UTAMA REALISME

Ada tiga asumsi utama realisme yang sering dikelompokkan
dalam 3S: statism, survival, self-helps (Dunne and Schmidt, 2001:
155-56). State adalah aktor utama dalam HI yang anarkis. Asumsi
ini berasal dart kenyataan bahwa untuk survive dan mencapai level
subsisten manusia perlu hidup bersatu berdasarkan suatu solidaritas
kelompok. Kohesi dalam grup ini juga berpotensi untuk berkonflik
dengan kelompok-kelompoklain. State merupakan pengelompokan
manusia (groupism) yang paling penting dewasa ini, dan sumber
kohest in-group yang paling kuat adalah nasionalisme (Wohlforth,
2008: 32).

Sementara itu, aktor-aktor yang lain dinilai kurang penting.
Negara sebagai satu komunitas politik yangindependen mempunyai
kedaulatan terhadap suatu wilayah dalam dunia yang anarkis. Perlu
dijelaskan bahwa anarki bagi realis bukan keadaan benar-benar chaos
dan tidak ada aturan, tetapi ketiadaan kekuasaan sentral. Berbeda
dengan struktur grganisasi dalam politik domestik yang hirarkis,
dalam hubungan internasional, struktur dasarnya adalah anarkis di
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pemimpin di berbagai forum seperti di dunia Islam dan juga di
dunia ketiga dalam melawan hegemoni Barat.

Sementara Indonesia agaknya tidak berhasil mengukuhkan
kontinyuitas kekuatan dan artinya juga kepemimpinan akaf di
kawasan yang membuat dua negara tadi merasakan kehadiran
Indonesia. Tidak heran, mereka mengubah sikap dan pandangan
terhadap Indonesia. Tiadanya ketidaksinambungan dalam politik
luar negen dari satu presiden ke presiden adalah salah satu sebab
postur diplomasi yang lemah. Bahkan ada kecenderungan satu
pemerintahan ingin berbeda dari pendahulunya. Kita ingat dulu ada
politik poros-porosan Cina-India-Indonesia dan sekarang doktrin
seribu kawan dan tidak ada musuh. Ini berbeda dengan Malaysia
yang berhasil mentransformasikan negeri itu menjadi negara maju.
Konsep-konsep Mahathir seperti terencana perlahan tapr pasti
tidak hanya membuat dirinya, tetapi juga Malaysia, mengambil alih
peran Indonesia sebagar pemimpin duma ketiga dan negara-negara
[slam.

Politik luar negeri terakhir yang masih terkonseptual, terencana
dan berkesinambungan dengan baik adalah pada masa Soeharto.
Tidak satu pun dari presiden setelah itu yang memikirkan satu
postur diplomasi untuk meningkatkan wibawa Indonesia. Mungkin
karena uidak punya konsep atau mungkin juga karena memang tak
sempat memikirkannya Pengabaian ini sangat merugikan, karena
politik luar negeri seperti kehilangan ruhnya yang kuat. Kebanyakan
mereka menganggap politik luar negeri hanya pelengkap dari politik
dalam negert, foh tidak mempengaruhui suara pemilu. Mereka tidak
menganggap perlu merumuskan secara matang politik luar neger.

Kebijakan-kebijakan diambil secara sporadis dan ad hoc tanpa
memikirkan dampak jangka panjang. la tak didirikan di atas
pandangan realisme politik luar negeri yang membuat masyarakat
bangga. Lepasnya Timor Timur, kalah di Sipadan Ligitan, tidak
kunjung selesaikan perjanjian  ckstradist dengan Singapura
menunjukkan bagaimana Indonesia telah didikte oleh dunia
internasional, bukan menjadi pemain aktf dan benimisiatif seperti
yang dituntut oleh prinsip bebas aktif. Negara-negara tetangga
dengan pintar memanfaatkan kelemahan ini, mendikte Indonesia
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yang sibuk mendiskusikan korupsi, lalu mengambil pasir, ikan dan
sumber alam lain bahkan pulau-pulau. Negara-negara ini merasa
ringan saja melewati wilayah yang memang belum jelas batas-
batasnya.

Bagi para realis, karena itulah saatnya bagi pemerintah untuk
mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan menata kembali
postur politik luar negeri secara konseptual jangka panjang me-
ngembalikan ruh, karakter politik luar negeri yang menjadi ke-
banggaan bangsa sejak lama.[ ]

POLITIK LUAR NEGERI DALAM PANDANGAN REALISME B 50




ANALISIS POLITIK
LUAR NEGERI
JALAM PANDANGAN
|BERALISME

dapatkan perhatian besar setelah berakhirnya perang dingin

pada tahun 1989. Baik pengamat maupun para pembuat
keputusan melihat adanya kesempatan bagi politik luar negeri yang
lebih bersahabat dari negara-negara di dunia setelah runtuhnya
Uni Soviet. Harapan itu dicerminkan dan fokus kebijakan luar
negert Amerika yang lebih memperhatikan masalah-masalah pe-
nyebaran HAM dan demokrasi. Tema-tema tentang idealisme,
seperti collective security dan harapan bagi dunia yang damai lewat
demokrast muncul kembali. Bersatunya negara-negara di bawah
PBB untuk melawan invasi Irak terhadap Kuwait pada tahun 1990
memberikan harapan tentang optimisme ini dan membuktikan
bahwa negara-negara tidak mentolelir intervensi terhadap negara
lain sebagaimana disebutkan dalam piagam PBB.

I iberalisme dalam hubungan internasional kembali men-

Para pengamat juga memberikan perhatian lebih kepada li-
beralisme.“Tesis yang paling menarik adalah dari Francis Fukuyama
(Fukuyama, 2006) yang mengatakan bahwa sejarah dunia telah
berakhir dengan kemenangan demokrasi liberal dan kapitalisme.
la mengatakan bahwa semua negara dalam satu dan lain hal




bergerak ke arah dua sistem ideologi lain seperti komunisme dan
otoritarianisme. Tesis i dukuti pula dengan asumsi supremasi
sistem demokrasi dalam kaitan dengan perang. Tesis democratic
peace menyebutkan bahwa sesama negara demokratis tidak terjadi
perang.

Dalam bab ini akan diuraikan apa itu liberalisme dan sejauh
mana 1a memang memberikan pengaruh yang cukup berkesan
terhadap PLN suatu negara. Pada bagian pertama akan dijelaskan
apa 1tu hberalisme. Kemudian bagian kedua akan ditinjau sejauh
mana liberalisme dapat menjelaskan PLN suatu negara.

|. PRINSIP DASAR LIBERALISME

Liberalisme merupakan ideologi yang mempunyai pengaruh
besar di dunia dan yang dibincangkan di sini berasal dari pemikiran
Barat. Ia menjadi landasan bagi demokrasi dan sistem kapitalisme
industri yang kini berkembang di dunia. Prinsip-prinsip pemikiran
rasional ilmiah, pemerintahan yang terbatas, pemikiran tentang
kebebasan individu dan posisi individu yang bebas dari campur
tangan negara dianggap sesuai dengan sistem demokrasi dan
kapitalisme. Kebebasan politik, kompetisi individu dalam ma-
syarakat sipil dan sistem kapitalisme pasar adalah yang terbaik da-
lam menopang kesejahteraan melalui alokasi sumber-sumber yang
terbatas secara efisien di masyarakat (Burchill, 2009: 3).

Ada tiga macam komitmen terhadap hak-hak yang menjadi
fondasi liberalisme (M. W. Doyle, 2008: 50). Yang pertama disebut
‘kebebasan negatif’ yang merupakan kebebasan dari penguasa
sewenang-wenang (arbitraty). In1 meliputi kebebasan menentukan
yang baik dan buruk, kebebasan pers dan kebebasan berbicara,
kesederajatan hukum, kebebasan memiliki dan hak milik. Yang
kedua adalah hak untuk melindungi dan memperjuangkan
kesempatan bagi kebebasan atau disebut juga ‘kebebasan positif”.
In1 meliputi hak sosial dan ekonomi, kesamaan kesempatan dalam
pendidikan dan hak-hak terhadap sistem kesehatan dan mendapat
pekerjaan. Hak-hak mi penting untuk bisa mengekspresikan diri
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kedaulatan Indonesia. SBY yang mencoba menjaga hubungan baik
dengan Malaysia sering dianggap oleh media sebagai terlalu lemah
dan tidak tegas terhadap Malaysia.

Media pun berada di belakang protes-protes anti-Malaysia
dengan melaporkan pandangan-pandangan negatif terhadap Malay-
sia. Kompas, harian nasional paling terkemuka, pun yang biasanya
netral dan obyektif dalam pemberitaan melaporkan semua berita
negative tentang Malaysia dan meminggirkan pemerintahan SBY.
Mercka menampilkan gambar-gambar protes NGO termasuk
pembakaran bendera dan selalu mengambil pandangan pakar yang
mengkritik lemahnya polisi SBY dalam menghadap: Malaysia.

Media lain, seperti MetroTV dan Media Indonesia yang
dimiliki Surya Paloh, juga merupakan media yang sangat giat
memojokkan Malaysia dan mengecam lemahnya kebijakan SBY
terhadap Malaysia. Banyak orang masih melihat Surya Paloh
memiliki ambisi untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Sebelumnya, ia adalah anggota partai Golkar dan bertanding untuk
menjadi calon Partai Golkar dalam pemilihan presiden tahun 2009,
namun ia kalah. Kemudian ia membentuk partai sendiri terpisah
dari Golkar dan terus berminat untuk bertanding dalam pemilu
2014. Maka dapat dipahami bahwa media-media ini kadang-kadang
secara sistematis mendeskreditkan kelemahan pemerintahan
sekarang untuk kepentingan pemilu yang akan datang.

Saluran televisi yang juga mengungkapkan perasaan anti-
Malaysia adalah TV One. Banyak orang juga melihat TV yang
dikuasaiorang Golkarinimemiliki kepentingan untukmenunjukkan
kelemahan politik luar negeri terhadap Malaysia. Dalam beberapa
kesempatan, TV One selalu menunjukkan kelemahan SBY sebagai
presiden termasuk dengan menggunakan isu hubungan dengan
Malaysia. Mereka terutama sekali ingin menunjukkan bahwa
SBY adalah presiden yang lemah dan tidak berhasil memimpin
Indonesia. TV One juga meramaikan nasionalisme bagi mencari
pengaruh di samping mau menggugat kepimpinan SBY.

Di tengah gelombang protes anti-Malaysia yang diramaikan
media, sebenarnya masih ada komponen masyarakat yang melihat
masalah dengan wajar. Pandangan mereka tentu saja tidak popular

APLN DALAM PANDANGAN LIBERALISME | 77



di tengah arus nasionalisme anti-Malaysia yang kuat. Kelompok
ini antara lain diwakili oleh NU (Nahdatul Ulama), organisasi
Islam terbesar di Indonesia yang menegaskan bahwa hubungan
persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia adalah terlalu kuat
untuk dirusakkan oleh kepentingan ego individu. Mereka paham
bahwa kalau terjadi konflik, yang rugi tentu rakyat di kedua negara.
Dalam sebuah laporan kantor berita Malaysia, Bernama, ketua
Dewan Syura NU Pusat, Masdar Farid Mas’udi mengatakan,
“Kalau berlaku konflik, yang akan rugi kita sendiri. Orang lain
atau pihak-pihak yang tidak suka dengan persaudaraan kita akan
mengambil manfaat dari itu.” Ia melanjutkan, “Walaupun pihak-
pihak berkenaan itu pada awalnya tak mempunyai niat sedemikian,
namun jika Indonesia dan Malaysia menjadi lemah, mercka akan
ambil manfaatnya,” katanya kepada Bernama di Jakarta.

Laporan-laporan media ini sering dangkal, perspektif laporan
seringkali sepihak. Seolah-olah apa yang berlaku antara Malaysia
dan Indonesia lebih buruk daripada bencana tsunami dan bagaikan
Indonesia sudah ditawan musuh. Sebenarnya, terlalu banyak
persoalan di balik isu menyangkut anti-Malaysia. Siapa yang
menjadi dalang, siapa yang merancang dan apa motif mereka adalah
bermacam-macam.

Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa para analis liberal
memandang hubungan Indonesia-Malaysia pada dasarnya bi-
sa dilakukan dengan baik dan penuh harmoni. Tetapt dalam
perjalanannya, banyak masalah yang timbul karena hubungan
melibatkan berbagai pihak, kelompok dan kepentingan di dalam
negeri. Mereka melihat ini sebagai bagian dari social ill yang mesti
diatasi agar hubungan kedua negara dapat berjalan dengan baik.
Dalam pandangan mereka juga, masih banyak hal lain dan saling
ketergantungan di antara kedua negara yang dapat mencegah
menguatnya sikap anti dan benci terhadap satu sama lain. {]
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ANALISIS POLITIK
LUAR NEGERI GENERASI
PERTAMA

PLN berkembang sejak 1950-an dan menurut Hudson
AHudson, 2008: 11-29), 1a mempunyai tiga tema utama.
ertama, analisis yang memfokuskan pada pembuatan
keputusan PLN yang diinspirasikan oleh tulisan Snyder, Bruck
dan Sapin pada tahun 1950-an, kemudian dipengaruhi oleh tulisan
tentang politik birokrasi dan organisasi pada tahun 1960-an-1970-
an yang dapat kita temui pada tulisan-tulisan Allison dan Halperin.
Kedua, analisis yang memfokuskan pada dimensi psikologi analisis
PLN yang dipengaruhi oleh tulisan Kenneth Boulding, dan Harold
dan Margaret Sprout pada tahun 1960-an, kemudian dilanjutkan
oleh Alexander George dan Michael Brecher pada 1960-an
dan Irving Janis pada 1970-an. Ketiga, ada perkembangan PLN
perbandingan yang dipengaruhi oleh tulisan Jim Rosenau pada
tahun 1960-an. Rosenau memelopori upaya untuk membangun
teori level menengah (middle-range theory), yaitu teori yang tidak
berupaya menjelaskan semua PLN secara umum tetapi hanya PLN

beberapa jenis negara atau PLN dalam situasi khusus seperti semasa
krisis.



Pada bab ini hanya dibahas empat tulisan utama dari generasi
pertama APLN. Keempat tulisan ini yaitu dari Sprout, Snyder dkk,
Rosenau dan Allison dipilih karena dipandang sebagai perintis utama
kajian PLN dan sampai sekarang masih sering digunakan oleh para
analis, akademisi dan mahasiswa dalam memahami kebijakan luar
negeri suatu negara. Seperti dikatakan di muka, berbeda dengan
realisme, para analis ini mencoba mencari sebab lahirnya keputusan
PLN suatu negara dengan mencari dan melihat individu-individu
kunci dalam kelompok eksekutif yang memutuskan atau yang
disebut juga ‘unit-unit keputusan’ (decision units). Mereka mencoba
memahami imej dan sikap para pembuat keputusan dan ciri-ciri
organisasi dari unit-unit keputusan sebagai hal-hal utama dalam
proses pembuatan keputusan PLN.

Yang mendasari pandangan mereka sebenarnya adalah
bahwa faktor-faktor lingkungan yang mempunyai istilah berbeda
untuk tiap penulis (Sprout menyebutnya milieu atau environment,
sedangkan Snyder dkk menyebutnya setting) mempunyai pengaruh
tersendiri walaupun mungkin tidak konsisten dan tidak langsung
pada keputusan-keputusan PLN yang akan diambil oleh unit-unit
keputusan tadi. Faktor-faktor lingkungan ini berperanan sejauh
mereka mempengaruhi atau dimediasi oleh persepsi-persepsi dan
sikap para pembuat keputusan yang berkaitan (Gold, 1978: 569).

|. FAKTOR-FAKTOR LINGKUNGAN
DALAM APLN

Cikal bakal APLN dapat ditelusuri dari tulisan Harold dan
Margaret Sprout pada tahun 1957. Pasangan suami-istri ini berbicara
tentang pentingnya faktor-faktor environment atau lingkungan atau
sefting atau sering juga disebut milien dalam melihat keputusan yang
diambil dan dilaksanakan oleh suatu negara (Sprout & Sprout,
1957: 49). Milieu ini bisa berupa posisi geografis, perkembangan
sejarah, kondisi alam dan sumber alam. Lebih umum lagi, 1a bisa
meliputi obyek yang dapat dilihat, lingkungan manusia atau bukan,
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Mungkin karena mereka in1 bukan orang besar, seperti para
anggota Kementerian Kelautan dan Perikanan, mereka tidak
mendapatkan pemberitaan besar. Tidak ada yang menolong mereka
dengan gegap gempita. Intervensi pemerintah melalui Kedutaan
Besar mungkin lambat karena mereka mungkin tidak mendapatkan
informasi atau, kalaupun ada informasi, kasusnya memang tidak
bisa mereka bantu. Para staf kedubes 1n1 sangat paham apa yang
dapat mereka lakukan dan intervensi dalam yuridiksi kedaulatan
negara lain. Jadi, mereka tidak sembarang marah dan melakukan
tindakan yang tergesa-gesa.

Melihat kasus ini, protes masyarakat ternyata sangat selektif
dan mereka sangat mudah terprovokasi oleh pemberitaan media
yang sensasional. Kalaulah masyarakat dan media mempunyai
tujuan yang serius dalam protes-protes itu, mereka harus mengawal
kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah
melakukan hal yang terbaik dalam dealing dengan Malaysia. Tetapi
proses itu segera reda setelah dilakukan beberapa respon baik dari
Malaysia maupun pemerintah Indonesia. Respon yang dilakukan
juga sporadik dan ingin memuaskan para pemrotes saja.

Ini menunjukkan bahwa para pemrotes itu tidak memahami
akar permasalahan yang kompleks dalam hubungan kedua negara
karena menyangkut sistem hukum di kedua negara. Mereka hanya
melihat ekses atau akibat dari akar persoalan yang dalam itu. Akar
persoalannya adalah hubungan kedua Negara lebih dalam karena
interaksi yang makin intensif dalam era global ini. Interaksi
itu bukan saja berkaitan dengan para pekerja tetapr juga pelaku
ekonomi yang berkaitan dengan investasi dan perdagangan. Arus
masuk keluarnya pekerja Indonesia saja tidak dapat diselesaikan
sampai sekarang, sehingga menimbulkan berbagai masalah human
trafficking, pendatang illegal dan lain-lain persoalan lintas batas.
Belum lagi kondisi dan hak-hak pekerja Indonesia di Malaysia
yang sangat memprihatinkan. Semua ini adalah akar masalah dalam
hubungan kedua negara yang tidak disentuh oleh para pemrotes;
mereka hanya melihat ekses dari persoalan ini.

Karena itulah, para pemrotes.dan juga media belum menjadi
pemain utama dalam perumusan kebijakan LN Indonesia terhadap
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Malaysia. Mereka tidakberkembangmenjadi kelompokkepentingan
pemaksa atau pressure group karena sifatnya yang sangat temporer
tergantung kepada siapa yang meniup-niup kemarahan mereka.
Kelompok pemrotes ini akan menjadi kuat dan berpengaruh kalau
mereka, misalnya, menjadi atau setidak berada di belakang sebuah
lobi Indonesia yang memperjuangkan kepentingan Indonesia di
Malaysia. Berbeda dengan orang keturunan Yahudi di Amerika
yang jumlahnya sangat sedikit tetapi bisa membuat satu kekuatan
lobi di sana, orang keturunan Indonesia di Malaysia tidak dapat
melakukan hal ini. Kenapa mereka tidak melakukan lobi ini adalah
pertanyaan menarik yang harus dikaj lebih lanjut.

Untuk alasan di atas, kita dapat mengatakan bahwa aktor-
aktor utama dalam hubungan Indonesia-Malaysia adalah masih
adanya kelompok-kelompok tradisional dalam PLN, vyaitu
kementerian luar negeri, pertahanan dan kelompok-kelompok
bisnis. Tidak seperti para pemrotes dan anjuran-anjuran kelompok
untuk memerangi Malaysia, kelompok-kelompok tradisional itu
mempunyai kepentingan untuk menjaga hubungan yang harmonis -
bahkan mungkin tanpa gejolak. Pihak Kementerian Luar Negeri
ingin melihat terus tumbuhnya solidaritas ASEAN dan terciptanya
harmoni di antara negara-negara ASEAN schingga mengambil
jalan aman dalam hubungan dengan Malaysia.

Dalam hubungan dengan Malaysia, kelompok militer pun
tidak melihat keuntungan konflik militer, lagi pula kekuatan
militer Indonesia sudah ketinggalan dari Malaysia. Mereka juga
sekarang harus tunduk kepada kehendak pemerintahan sipil.
Kelompok-kelompok bisnis di tanah air maupun di Malaysia selalu
menginginkan suasana kondusif bagi mereka untuk berniaga dan
melakukan investasi. Dengan banyak pertimbangan ini, Presiden
SBY yang memang selalu menimbang masak-masak setiap masalah,
menganggap pilthan permusuhan dan konfrontasi tiada gunanya.

Dalam model analisis politik birokrasi Allison dengan demikian
keputusan Indonesia untuk terus melakukan hubungan diplomatik
dan dialog adalah hasil perpaduan dari berbagai kepentingan politik
dan bisnis yang relevan dalam pembuatan keputusan LN.{]
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ANALISIS POLITIK LUAR
NEGERI GENERASI KEDUR

PLN generasi kedua merupakan kelanjutan dari teori-teori
Azang sudah dirintis oleh para pendahulu mereka di generasi
ertama. Mereka melakukan beberapa modifikasi dan
penyempurnaan terhadap model, konsep dan teori sebelumnya
dan juga menerapkan model-model yang dimodifikasi ini dalam
menjelaskan kasus-kasus. Satu hal yang membedakan generasi
kedua dengan generasi pertamaadalah generasi baruini menekankan
pada upaya menemukan teori-teori positivistik dan saintifik seperti
yang diinginkan oleh Rosenau dengan membandingkan faktor
yang paling berpengaruh dalam perumusan politik luar negeri
beberapa negara. Karena itu pula pendekatan generasi pertama
ini sering disebut Comparative Foreign Policy (CFP). Mereka ingin
mengembangkan middle range theories yang dapat menjelaskan kasus-
kasus politik luar negeri di berbagai atau lintas negara dan dalam
waktu yang berbeda.

Perkembangan analisis pada generasi kedua ini secara
umum masih mengikuti teori-teori dan model-model yang telah
dirintis oleh para analis di generasi pertama. Kajian mereka dapat
dikelompokkan pada dua kelompok, yaitu pertama, pengembangan
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pengaruh lingkungan pada politik luar negeri, yang juga bisa
dikaitkan dengan pengembangan kajian Rosenau dengan penekan-
an pada variabel individual dan kognitif, dan kedua, berbagai
pengembangan model organisasi dan birokratik pembuatan ke-
putusan. Namun, harus diingat bahwa pembagian itu tidak kaku
karena mereka bersinggungan satu dengan yang lain. Faktor
kognitif, misalnya, yang banyak dikembangankan dalam generas:
kedua berkaitan baik dengan faktor lingkungan yang dipahami
oleh Sprout maupun faktor psikologi dari individu dan kelompok
seperti yang dimaksudkan oleh Rosenau. Pembagian ini hanya
sekadar untuk memudahkan karena dalam analisisnya, generasi
kedua sering mencoba menggabungkan atau mengambil bagian-
bagian dari tiga arus utama pemikiran, teori dan model APLN 1nu.

|. KELANJUTAN KONSEP PENGARUH
LINGKUNGAN, IDIOSINKRETIK DAN
SISTEM KEPERCAYAAN

Seperti dikatakan Sprout, faktor lingkungan bisa berupa nilai-
nilai di masyarakat, karakter nasional, budaya politik dan tradisi
sejarah sebuah bangsa; bisa juga ciri-ciri struktural suatu bangsa,
seperti tingkat industrialisasi dan bentuk pemerintahan, dan juga
isu-isu mutakhir pada saat itu. Semua atau sebagian faktor ini
mempengaruhi pikiran para pembuat keputusan PLN. Semua
faktor ini, menurut Sprout, menjadi penting dan bisa mempunyai
pengaruh sepanjang menjadi perhatian para pembuat keputusan.
Dalam kaitan ini, menjadi sangat penting mengkaji apa yang disebut
Sprout sebagai lingkungan psikologis para pembuat keputusan
yang berupa persepsi, interpretasi, nilai-nilai, emosi, sikap, sistem
kepercayaan dan bahkan sikap personal idiosinkrasi yang discbut
oleh Rosenau yang ada pada individu atau aktor-aktor utama
pembuat keputusan.

Beberapa konsep psikolologis berhasil dikembangkan lebih
lanjut oleh generasi kedua ini dalam kaitan dengan sikap personaliti
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Berdasarkan banyak kasus pembuatan keputusan LN, Her-
mann dan Hermann (M. G. Hermann & Hermann, 1989: 363-
364) merumuskan dari berbagai pertarungan aktor domestik itu
beberapa unit keputusan yang muncul dalam kasus-kasus tersebut.
Kalau dalam pertarungan sesama aktor domestik yang relevan
hasilnya menunjukkan peranan seorang pemimpin yang ternyata
dominan, seperti disebut di muka, maka itu disebut predominan
leader. Kemudian kalau yang unggul adalah satu kelompok, ia
menyebutnya kelompok tunggal atau single group; dan jikalau tidak
ada yang dominan dalam pembuatan keputusan, ia menyebutnya
aktor otonomi yang banyak (multiple autonomous actors).

Jadi, lebih jauh dari generasi pertama, mereka mencoba
membuat generalisasi yang akan lebih memudahkan dalam
analisis politik luar negeri. Mereka ingin menjelaskan kapan dan
dalam situasi apa politik birokrasi—pertarungan banyak aktor
yang dominan—dan kapan single actor ataupun single group menjadi
dominan.

Dikaitkan dengan kasus hubungan Indonesia-Malaysia de-
wasa 1ni, agaknya single group masih dominan dalam perumusan
kebijakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Ini terutama berkaitan dengan kelemahan pribadi Yudhono yang
tidak berani mengambil keputusan sendiri secara tegas dan cepat,
sehingga memerlukan banyak masukan dari staf-stafnya. Keputusan
pada masa kepresidenannya, karena itu, lebih bisa dijelaskan dalam
kerangka unit keputusan single group. Kekuatan-kekuatan dalam
pembuatan keputusan PLN terhadap Malaysia seperti diungkapkan
di atas bersifat homogeni dan memiliki kepentingan yang sama dan
karena itu mereka dapat disebut sebagai single group. Anggota single
group ini terpisah dan tersebar, bisa individu-individu, kelompok-
kelompok atau koalisi. Pada satu saat, mereka bisa bersama-sama
mendukung satu keputusan PLN. Tetapi secara sendiri-sendiri,
mereka tidak mampu memutuskan atau memaksakan kehendak
pada yang lain.

Ini berbeda dengan keadaan pada masa Presiden Soekarno,
misalnya, atau kalau di Malaysia, semasa PM Mahathir Mohamad.
Mereka termasuk pemimpin yang dominan sehingga unit
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keputusan bisa disebut sebagai single actor. Pada mereka terdapat
kepribadian dan ideologi yang kuat di mana orang-orang lain harus
menyesuaikan untuk mendapatkan simpati darinya atau untuk
mendapatkan tempat dalam pemerintahannya. Mercka juga tidak
segan-segan untuk menyingkirkan mereka yang tidak sesuai dengan
pandangan politiknya, seperti yang dilakukan Mahathir terhadap
wakilnya Anwar Ibrahim.[]
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wacana yang ditampilkan seperti ‘Look East Policy’, ‘New Asia’,
‘Smart Partnership’, ‘Malaysia Boleh’, dll. Selain itu, melalui proses
sekuritisasi oleh pejabat-pejabat di sana yang sepenuhnya didukung
oleh media yang dikuasai negara, gambaran tentang Indonesia sebagai
saudara tua telah berganti menjadi saudara tua yang pikun karena
tidak bisa mengurus ekonomi, miskin dan penuh masalah sosial.

Komplain terhadap Malaysia yang berangkat dari imajinasi
dan ekspektasi berdasarkan pada pemahaman intersubyektif lama
tentang hubungan kedua negara mestinya mulai ditinggalkan.
Pemahaman itu seperti kerinduan akan good old days yang tidak
mungkin lagi terjadi karena perubahan politik dan ekonomi yang
begitu cepat di kedua negara. Masyarakat dan media hendaknya
mulai membuka mata karena Malaysia sudah lain dan yang
dipersepsikan dulu. Walaupun mereka masih sering memutar lagu
P. Ramlee tapi mindset mereka adalah mindset global. Wacana yang
mesti dihidupkan adalah wacana persaingan global, transparansi
dan good governance. '

Dalam struktur peran di dunia internasional sekarang, peran
yang dapat dimainkan negara-negara ini adalah peran yang bersifat
rivalitas. Praktik kebijakan yang dilakukan Malaysia adalah praktik
untuk mampu bersaing di kancah global, suatu hal yang sebetulnya
juga sedang dipraktikkan Indonesia di lingkungan internasionalnya.
Rivalitas itu dalam hubungan negara yang berdaulat tidak mengenal
istilah rivalitas dalam keserumpunan.

Hubungan kedua negara dengan demikian memerlukan
pengaturan-pengaturan yang transparan, mengiktui aturan good
governance dan prinsip-prinsip global lainnya. Ini agaknya dimulai
ketika persoalan Sipadan-Ligitan harus diselesaikan dengan meng-
ikuti aturan hukum internasional melalui Mahkamah Internasional.
Demikian juga penyelesaian masalah lagu, karya seni dan produk
budaya lainnya menjadi relevan hanya dalam konteks intelektual
atau cultural property rights yang menjadi kesepakatan internasional.
Dalam konteks ini, Indonesia juga mestinya mulai berani menekan
Malaysia agar lebih transparan dan mengikut: aturan perburuhan
internasional dalam kaitan dengan masalah TKI yang banyak
dirugikan selama ini.[]
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Catatan

1.

Kerentananan itu seringkali diperparah oleh rasa khawatir
dan frustrasi karena ketidakmampuan untuk melindung diri.
Tetapi dalam sejarahnya, untuk mengatasi ini Indonesia tidak
mau meminta bantuan asing melainkan harus mengandalkan
kekuatan diri sendiri. Mengandalkan kekuatan asing akan
membuat independensi terombang-ambing dan menjadi
permainan kekuatan besar, yang justru akan mempermudah
infiltrasi kekuatan asing itu ke bumi Indonesia. Ini tertuang
dalam deklarasi politik luar negeri negara ini yaitu bebas dan
aktif yang bermakna bahwa Indonesia bebas dalam melakukan
pilihan politik internasional tetapi juga aktif mempromosikan
perdamaian. Kemudian prinsip int dirumuskan dalam konsep
wawasan nusantara oleh rezim Orde Baru.

Common knowledge concerns actors’ beliefs about each other’s
rationality, strategies, preferences and beliefs, as well as about the state
of the external world. This explains how actors overcome indeterminacy
and co-ordinate their expectations around particular outcomes.
Common knowledge, considered as shared beliefs that orient action,
includes norms, rules, institutions, conventions, ideologies, customs and
laws. These all constitute shared mental models’, which means that
“with each change in belief or each change in membership, the cultural
Jorms constituted by common knowledge become literally different”
(Umum diketahui menyangkut keyakinan aktor tentang
rasionalitas, strategi, preferensi dan keyakinan satu sama lain,
serta tentang keadaan dunia luar. Ini menjelaskan bagaimana
aktor mengatasi ketidakpastian dan mengoordinasikan harapan
mereka di sekitar hasil tertentu. Umum diketahui, dianggap
sebagai keyakinan bersama bahwa tindakan orientasi, termasuk
norma-norma, aturan, lembaga, konvensi, ideologi, adat dan
hukum. Ini semua merupakan ‘model mental bersama’, yang
berarti bahwa “dengan setiap perubahan dalam keyakinan, atau
sctiap perubahan keanggotaan, bentuk budaya yang didasari
oleh pengetahuan umum menjadi berbeda secara harfiah”)

(Wendt, 1999: 159-161),
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ETIK DAN POLITIK
LUAR NEGERI

ewasa ini, pembicaraan PLN tidak bisa dipisahkan dengan

masalah ethics. Memang benar, dalam banyak buku PLN
A" yang diajarkan di berbagai universitas, persoalan etik
dianggap tidak penting karena sering diasumsikan bertentangan
dengan kepentingan nasional suatu negara. Negara dikatakan
harus memaksimalkan kepentingan nasionalnya, sedangkan etik
menunjukkan kelemahan suatu negara karena mau berkompromi
dalam berhubungan dengan negara lain.

Pandangan demikian tentu saja tidak terlepas dari dominasi
realisme dalam PLN selama ini. Dalam asumsi realisme, negara
adalah berdaulat dan selalu mengejar kepentingan nasionalnya,
termasuk, kalau perlu, dengan merugikan negara lain. Kepentingan
moralitas atau etik adalah nomor dua karena yang paling penting
adalah kepentingan yang didefinisikan dengan kepentingan untuk
survive dari ancaman negara lain.

Subordinasi moralitas terhadap kekuasaan ini sering dipandang
sebagai fakta dalam kehidupan politik internasional. Kebanyakan
orang akan setuju dengan pernyataan Morgenthau bahwa ‘tindakan
negara-negara ditentukan bukan olch prinsip-prinsip moral dan




komitmen hukum tetapi pada pertimbangan kepentingan dan
kekuasaan’ (Morgenthau, 1970: 382). Ini juga didukung dengan
pernyataan berikut: ‘negara-negara yang berada dalam anarki tidak
mampu untuk menggunakan moral. Kemungkinan bagi perilaku
berdasarkan moral bergantung pada adanya sebuah pemerintahan
efektif yang dapat mencegah dan menghukum tindakan-tindakan
ilegal’ (Art & Waltz, 1983: 6)

Namun, asumsi realisme sebetulnya tidak sepenuhnya benar.
Dari dulu, tidak ada negara yang tidak memperhatikan etik sama
sekali dalam PLN-nya. Tujuan ideal suatu negara umumnya
untuk kesejahteraan masyarakat dan masyarakat dunia, dan untuk
perdamaian abadi sebagaimana terlihat dalam pembukaan UUD
Indonesia, misalnya. Negara-negara bekas penjajah, seperti Inggris
dan Belanda, merasa mempunyai tanggungjawab terhadap negara
bekas jajahannya. Inggris, misalnya, membuat perhimpunan
negara-negara Persemakmuran (Commewealth), sedangkan Belanda
dulu menggalang dana pembangunan untuk Indonesia lewat
IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia). Dewasa ini, berbagai
negara membantu negara-negara yang mengalami bencana alam
seperti tsunami, gempa bumi, dan tanah longsor karena alasan
kemanusiaan, etik dan moral. Dalam era global di mana muncul
berbagai aktor politik internasional yang tidak terbatas hanya pada
negara, peran etik menjadi lebih penting.

Etik berkaitan bukan dengan apa yang sudah dan sedang
terjadi, tetapi dengan bagaimana negara seharusnya bertindak
dalam hubungan dengan negara lain. Berbeda dengan pendekatan
realis yang mementingkan hasil berupa keuntungan bagi negara
sendiri dalam berhubungan dengan negara lain, politik luar negeri
berdasarkan etik berangkat dari motif moral untuk kesejahteraan
semua negara dan anggota masyarakat dunia. Kepedulian terhadap
kesejahteraan dan perdamaian masyarakat dunia ini adalah suatu
fenomena global yang makin kuat. Promosi Hak-hak Asasi Manusia
(kemudian disingkat HAM), penghukuman atas kejahatan terhadap
kemanusiaan, pelarangan perdagangan senjata kepada kawasan yang
tidak stabil atau negara yang melanggar HAM, dan penggunaan
senjata khususnya untuk maksud intervensi kemanusiaan adalah
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diri sendiri ini juga disebutkan dan mesti dipelihara. Dalam TAC
dikatakan penghormatan bersama pada kemerdekaan, kedaulatan,
kesederajatan, integritas teritorial dan identitas nasional semua
negara; juga hak tiap-tiap negara untuk memajukan kedaulatan
nasionalnya bebas dari campur tangan asing, dari subversi atau
paksaan. Etika yang baik bagi kaum pluralis adalah etika yang
menghargai diversitas, bukan homogenitas. Pluralisme sejalan
dengan prinsip dasar ASEAN yang dipraktikkan sampai saat ini,
yaitu bahwa tiap anggota mempunyai etika sendiri tetapi mereka
Juga sepakat dengan suatu kerangka kerjasama di mana mereka
saling toleransi, tidak memaksakan pandangan mereka terhadap
yang lain. Kedaulatan menjadi prinsip utama yang memungkinkan
negara dan budaya mereka bisa eksis satu sama lain secara sejajar.

Namun dalam perkembangannya, etik pluralisme mulai
dipertanyakan dalam banyak segi di kalangan ASEAN (Hara, 2007).
D1 kalangan pemerintah ASEAN sendiri banyak kritik terhadap
etik kerjasama yang begitu kukuh mempertahankan asumsi non-
intervensi yang membuat banyak kebijakan dan program ASEAN
sulit berjalan. Bukan rahasia lagi, pada saat ini sering terjadi
kecaman dan kritikan antarpemimpin ASEAN terutama di antara 5
negara pendiri ASEAN terhadap Myanmar yang represif terhadap
rakyatnya. Jaringan kerjasama antara NGO di bidang penegakan
HAM dan demokrasi serta perlindungan hak-hak pekerja imigran
pun semakin meningkat di kawasan. Kepedulian mereka ini tidak
dapat dipahami lagi dalam kerangka etik kaum pluralisme, tetapi
mulai bergerak ke arah etik kosmopolitanisme.

Pada level kerjasama di mana Indonesia dan Malaysia me-
mainkan peran yang penting, ASEAN pun kini mulai bergerak ke
arah kepedulian pada etik kosmopolitan dengan ide Komunitas
ASEAN 2020 yang mencakup ASEAN Economic Community,
ASEAN Socio-Cultural Community dan ASEAN Political Security
Community (lihat asean.org). Dalam komunitas-komunitas itu,
kepedulian akan lebih banyak diarahkan kepada kemanusiaan,
seperti upaya mengatasi kemiskinan dan kesenjangan antarnegara
atau yang disebut dengan istilah people-centered ASEAN (ASEAN
yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat). Demikian juga,
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mereka mulai membentuk Komist HAM ASEAN yang bermaksud
melindungi hak-hak asasi warga ASEAN. Selain juga konsern
mereka sejak lama terhadap rakyat Myanmar yang ditindas oleh
pemerintahannya. Semua ini menunjukkan bahwa ASEAN pun
bergerak dalam semangat etik kosmopolitan yang makin kuat. Tidak
perlu dikatakan, tugas-tugas positif anggota ASEAN lainnya yang
telah dilakukan untuk membantu korban-korban kemanusiaan
akibat Tsunami dan bencana alam lainnya.[]
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KESIMPULAN: MEMILIH
DI ANTARA BERBAGAI
PENDEKATAN

ariasi pendekatan dan teori-teori yang ditulis dalam

g } buku ini mungkin telah menimbulkan kebingungan dan

kekhawatiran di kalangan pembaca tentang pendekatan dan

teori apa yang paling tepat untuk memahami, melihat, menganalisis

dan meramalkan suatu pembuatan kebijakan LN di suatu negara.

Jawaban sederhana, tentu saja, tidak ada teori yang paling unggul

dan tepat. Setiap pendekatan dan teori mempunyai keuntungan,

kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan karena itu

penggunaan dan penerapannya pun sangat bergantung pada konteks
dan kasus yang sedang dikaji.

Pada bagian ini, akan diuraikan bagaimana memilih pendekatan
dan teori-teori di bab-bab sebelum ini secara lebih tepat. Karena
penggunaannya secara sporadis bukannya akan membantu
menganalisis tetapi-malah akan membingungkan. Penggabungan
antarpendekatan dan teori-teori secara ambisius juga akan
menghasilkan analisis yang kacau dan tidak logis. Setiap pendekatan,
perspektif dan teori memiliki sudut pandang sendiri dan pilihan
data sendiri atau, dengan kata lain, mempunyai persepsi sendiri
tentang data atau pengetahuan apa yang diperlukan dan yang tidak




signifikan. Dengan kata lain, pembicaraan tentang penggunaan
teori dan analisis PLN tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan
tentang metodologi dan metode penelitian politik luar negeri.

Untuk tujuan itu, bab ini pertama akan membahas asumsi
tiap-tiap pendekatan satu per satu disertar pembahasan tentang
posisi bab-bab di atas dalam pendekatan metodologi. Terakhir, juga
akan dibicarakan metode penelitian dan penulisan PLN dengan
menggunakan contoh kasus.

|. LANGKAH AWAL MEMILIH
PENDEKATAN

Dalam sub-bab ini, dibicarakan bagaimana sebaiknya kita
memilih pendekatan sebelum melakukan penelitian tentang PLN
suatu negara. Secara sederhana, dibahas di sini thwal kapan kita bisa
menggunakan realisme, idealisme dan pendekatan-pendekatan lain
yang telah diuraikan dalam bab-bab buku ini untuk menganalisis
PLIN suatu negara.

Salah satu kesulitan dalam melakukan analisis PLN adalah
dominasi realisme dan konsep power yang digunakannya. Para
mahasiswa dan pengkaji PLN biasanya mencari jalan yang mudah
dan simpel dalam menganalisis PLN. Realisme biasanya menjadi
pilihan mereka, karena dalam pendekatan realisme terdapat
konsep-konsep power dan kepentingan nasional yang sangat
fleksibel. Banyak kasus atau hampir semua kasus bisa dijelaskan
atau dikaitkan dengan power dan kepentingan nasional. Bahkan,
bantuan kemanusiaan terhadap korban tsunami pun bisa dijelaskan
atau dikaitkan dengan peningkatan power dan pengaruh dari negara
yang memberi bantuan. Tetapi kalau semua bisa dijelaskan oleh
realisme, apa fungsi pendekatan-pendekatan lain yang dikap di
sini? Apakah pendekatan yang lain tidak usah dihiraukan?

Jawaban terhadap persoalan diatas sebenarnya bukanlah bahwa
Anda harus memilih realisme atau yang lain, tetapi adalah tentang
memilih penjelasan dari perspektif mana yang LEBIH TEPAT
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